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MOTTO 

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. 

Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. 

“Ibnu Qayyim Al Jauziyyah” 
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ABSTRAK 

PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA OLEH PEMERINTAH 

DAERAH BENGKULU TENGAH (Studi Kasus Desa Kancing dengan Desa 

Taba Mutung) oleh Popi Ulandari NIM 1611150088 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Peran 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Menyelesaikan 

Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung (2) Apa Saja 

Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan 

Desa Taba Mutung. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Menyelesaikan 

Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung. Untuk 

Mengetahui Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa 

Kancing dengan Desa Taba Mutung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang 

didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik 

observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui 

hasil wawancara Kepala Desa, Kasubag Pemerintahan dan Masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas 

di Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung sudah diupayakan melalui jalur 

mediasi yang sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Benteng 

dalam mutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini 

semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2011. 

Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan 

Desa Taba Mutung, yang dihadapi oleh Pemda Benteng ini ialah dari masyarakat 

kedua desa tersebut banyak yang tidak mensetujui masalah tapal batas yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Kata kunci: Tapal Batas, Konflik, dan Pemerintah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan 

pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi 

mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini 

mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan 

baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah 

terhadap masyarakat harus memerlukan proses pemberdayaan dalam rangka 

mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan 

peluang yang lebih luas. 

Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi 

terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan 

daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan 

pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya 

mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik 

politik maupun administratif, karena itu kemandirian daerah merupakan suatu 

hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Dalam 

Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai 

1 
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kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk 

mensejahterakan masyarakat (social welfare policy).
1
 

Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. 

Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah 

pemekaran wilayah, perubahan yang menyertai otonomi daerah sangat 

berpengaruh terhadap pemekaran ditingkat daerah, diantaranya adalah 

banyaknya dijumpai semangat-semangat daerah yang ingin memekarkan 

wilayahnya kemudian adanya kemandirian terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), walau pada akhirnya permasalahan-permasalahan akan segera timbul, 

diantaranya adalah infrastrktur yang belum memadai, permasalahan batas 

wilayah, daerah induk yang tidak memberikan dukungan dana, permasalah 

penyerahan asset oleh kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum 

mampu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi cenderung 

memungut pajak dan retribusi dan sebagainya.
2
 

Pemerintah kabupaten dan kota sekarang memiliki kewenangan yang 

besar untuk merumuskan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan 

keinginan dan aspirasi mereka, di luar bidang pertahanan dan keamanan, 

keuangan, agama, kehakiman dan hubungan luar negeri. Pemberian 

kewenangan yang luar biasa besarnya kepada pemerintah kabupaten dan kota 

tentu membawa potensi yang sangat positif bagi pembangunan daerah, 

termasuk dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan yang lebih baik. 

                                                           
1Jhon Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam negara hukum indonesia: 

Upaya mensejahterakan masyarakat (social Walfare)”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan 

politik Islam, Vol.2, No.1, Tahun 2017, h 18 
2 Aditya Batara G dan Beni Sukadis, Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-

Negara Transisi Demokrasi, Jakarta: DCAF & LESPERSSI, 2007. 
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Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia 

sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan 

dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
 

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-

Undang yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi 

memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu 

sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk 

mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif 

dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. 

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi 

penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu 

daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh 

mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya 

yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum 

jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah.
4
 Dalam 

perkembangannya daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal 

yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada 

persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. 

Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah. Hal 

ini didasari karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang 

mengharuskan setiap daerah mengurusi kebutuhan rumah tangganya sendiri.
5
 

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi 

kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol 

posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), spekfisik di 

lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya 

koordinat posisi pilar batas.
6
 

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur 

secara lengkap tentang penyelesaian perselisihan batas daerah, namun yang 

mengatur tentang penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat 

maupun di laut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan 

                                                           
4 M. Arafat Hermana, “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong 

Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017 
5 Syamsuddin Haris, ed, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Pres, 2006. h 

165. 
6 Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk, Kebijakan Eltis Politik Indonesia, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006, h 156. 
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Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas 

desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan 

kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang 

memenuhi aspek teknis dan yuridis.
7
 

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan di dalam BAB 

V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 sebagai berikut: (1) Penetapan, 

atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen 

batas desa berupa peta rupa bumi, topograpi, minuteplen, staatblad, 

kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (2) 

Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut 

berpedoman pada dokumen batas desa berupa undangundang pembentukan 

derah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang 

mempunyai kekuatan hukum. (3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan 

pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh 

bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota.(3) Peraturan 

bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik 

koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di 

dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran 

peraturan bupati atau walikota.
8
 

Pemendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman dan pengesahan 

batas desa Pasal 7 dan Pasal 9, telah ditetapkan bahwa kepala daerah atau 

                                                           
7 Yuli utomo, “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa 

Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten Gianyar”, 

Jurnal Magister Udayana Vol. 4, No. 1 : 150 - 161 
8 BAB V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 
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dalam hal ini Bupati harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan pusat maupun Daerah tersebut. Namun dari observasi 

yang dilakukan penulis melihat bahwa kepala daerah belum menjalankan 

sepenuhnya kewajiban sebagaimana mestinya. 

Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas wilayah baik itu 

propinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Perlu mengambil langkah-

langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, 

yang selalu cendrung menimbulkan dampak negatif terhadap masarakat, 

pembangunan, dan pemerataan pembangunan. Permasalahan tapal batas inilah 

yang kadang kalah menimbulkan, konflik dan sengketa yang terjadi di 

perbatasan salah satunya sengketa tapal batas antara Desa Kancing dengan 

Desa Taba Mutung. Di Kabupaten Bengkulu Tengah Kecamatan Karang 

Tinggi terdapat sengketa tapal batas antara Desa Kancing dan Desa Taba 

mutung secara pisik dilapangan yang belum jelas, yang artinya belum adanya 

kesepakatan antara kedua desa tersebut, bahkan terjadi semacam perbedaan 

pendapat yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung 

selesainya persoalan tapal batas antara Desa Kancing dengan Desa Taba 

Mutung dari tahun 2011 sampai sekarang, permasalahan yang terjadi bukan 

sekedar persoalan teknis batas yuridis, tetapi juga hampir terjadi konflik fisik 

sehingga kesepakatan batas wilayah antara Desa Kancing dengan Desa Taba 

mutung seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan konflik. 

Hingga saat ini mengenai batas desa antara Desa Kancing dengan Desa 

Taba Mutung secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di 
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lapangan yang belum tegas, artinya tidak ada kesepakatan antara kedua desa 

tersebut bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan hal ini 

dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara Desa 

Kancing dengan Desa Taba Mutung hingga sekarang. Akibat kurangnya 

penyelesaian batas wilayah oleh Pemda Benteng tersebut dapat menimbulkan 

konflik masarakat dengan masarakat, masarakat dengan aparatur desa dan 

desa antar desa. 

Dampak dari terjadinya sengketa tapal batas tersebut terdapat 

kurangnya pembangunan, dan pemberdayaan masarakat, Masarakat desa yang 

terletak di daerah perbatasan tersebut juga susah melakukan adminitrasi, 

karena kedua Desa tersebut seakan tidak peduli dengan permasalahan tersebut, 

selain itu masyarakat perbatasan di anatara kedua Desa tersebut juga jarang 

mendapatkan bantuan seperti bantuan beras miskin (raskin), karena tidak di 

data oleh kedua desa tersebut, selain itu. Suatu bagian wilayah terabaikan oleh 

masing-masing desa karena kedua desa tersebut merasa itu bukan daerahnya 

atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun 

pembangunan di bagian wilayah tersebut. Desa yang satu dapat dianggap 

melampaui batas kewenangan desa yang lain sehingga berpotensi timbulnya 

konflik antar desa. Kekaburan batas desa juga dapat menimbulkan dampak 

negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar desa karena 

potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada 

kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan juga 



xxi 
 

menimbulkan dampak politis khususnya di perbatasan desa. Oleh karena itu, 

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas desa 

sangat penting untuk dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kancing iksan 

hermuna yang mengatakan bahawa: 

“kedua belah pihak desa pernah mengadakan pertemuan dalam rangka 

penyelesaian sengketa batas wilayah antara kedua desa ini yang 

difasilitasi oleh pihak Pemerintah Bengkulu Tengah setempat sebagai 

mediator yang di hadiri oleh pengurus desa kedua belah pihak di 

Kantor Camat Karang Tinggi, Pertemuan tersebut masih belum 

mendapatkan jalan keluarnya dengan tidak mendapatkan hasil, 

pertemuan formal dilakukan melalui upaya memediasi kedua desa, 

namun kelihatannya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih 

belum menanggapi serius terkait dengan persoalan tapal batas.”
9
 

 

Samahalnya dengan Kepala Desa Taba Mutung alsis mulyono 

mengatakan: 

“Akibat terjadinya konflik tersebut khususnya desa taba mutung yang 

baru mekar ini, kami masyarakat merasa sedikit terkucilkan karena hak 

hak kami jarang didapat oleh karena itu kami mohon dari pemrintahan 

kabupaten bengkulu tengah agar bisa secepatnya diselesasikan masalah 

konflik ini.”
10

 

 

Didalam permasalahan tersebut peneliti menanyakan tentang kinerja 

Pemda Benteng dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa 

Kancing dengaan Desa Taba Mutung. Berdasarkan observasi awal peneliti, 

bahwa sudah adannya aturan yang mengatur tentang sengketa tapal batas 

tetapi dalam hal ini Pemda Benteng seperti bertele-tele dalam menyelesaikan 

sengketa tersebut padahal sengketa tersebut sudah lama terjadi semenjak tahun 

2011. 

                                                           
9 Wawancara dengan Kepala Desa Kancing 
10 Wawancara dengan Kepala Desa Taba Mutung 
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Dalam pemabahasa Hukum Islam dalam penyelesaian konflik tapal 

batas dikenal dengan Al-Sulhu sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan 

adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (syura) di antara para 

pihak yang berselisih. Adapun pendekatan musyawarah yang di lakukan 

dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, 

mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, 

sharing untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-

masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi 

penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang 

bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar 

tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturrahim di antara para pihak 

yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya. 

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah 

Bengkulu Tengah yang dilakukan secara mediasi harus didasarkan menurut 

konsep Al-Ṣulḥu di dalam hukum Islam yang dipandu oleh seorang mediator. 

Penyelesaian sengketa ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak 

untuk berdamai dan mengikuti semua butir-butir isi perjanjian perdamaian 

yang telah mereka sepakati. Konsep Al-Ṣulḥu dalam Islam tidak berbeda 

dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam 

hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak 

ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa 



xxiii 
 

mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun 

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal tersebut juga 

ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.
11

 

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 

yang berbunyi: 

 

 

 

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena 

itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, 

apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. 

 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa 

musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, 

dan juga para sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena 

dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam 

menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun 

hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar 

terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka. 

                                                           
11 Resky Novanriandi, Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakian Lahan Adat 

Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & 

Brothers Di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu), Skripsi, Hukum 

Ekonomi Suariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, h 67 
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Atas dasar pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun 

tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dan 

mengungkapnya ke dalam sebuah skripsi dengan Judul: PENYELESAIAN 

SENGKETA TAPAL BATAS DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH 

BENGKULU TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus 

Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 

dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa 

Taba Mutung? 

2. Apa Saja Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa 

Kancing dengan Desa Taba Mutung? 

3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan 

Desa taba Mutung berdasarkan Konsep Al-Sulhu? 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu 

Tengah dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing 

dengan Desa Taba Mutung 

2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas 

di Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung 

3. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing 

dengan Desa taba Mutung berdasarkan Konsep Al-Sulhu 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

sumbangan pemikiran  dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara 

(siyasah) yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh 

Pemerintahan Daerah Bengkulu Tengah 

2. Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi 

khususnya mahasiswa Fakultas Syari‟ah mengenai Penyelesaian 

Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Bengkulu Tengah 

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam 

menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan  

mengenai Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan 

Daerah Bengkulu Tengah 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya,maka dari 

itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah 

ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun terhadap tema skripsi yang setara. 

Skripsi Muhammad Solichin dengan judul Konflik Tapal Batas Antara 

Kabupaten Mesuji Dan Kabupaten Tulan Bawang, dalam skripsi ini 

membahas tentang bagaimana penyebab konflik tapal batal dan apa faktor 

yang mendorong konflik itu terjadi. 
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Skripsi Rahman Widiyantoro dengan judul Penyelesaian Persoalan 

Batas Daerah Antar Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Bantul 

dalam skripsi ini membahas tentang Apakah Permendagri No. 71 Tahun 2007 

tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul telah 

sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan Bagaimanakah Peran Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penyelesaian perselisihan Batas 

Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. 

Jurnal M. Arafat Hermana dengan judul penyelesaian sengketa tapal 

batas antara kabupaten lebong dengan kabupaten bengkulu utara berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam 

jurnal ini membahas tentang Bagaimanakah alternatif penyelesaian sengketa 

tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara 

menurut peraturan perundang-undangan 

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Sengketa tapal 

batas. akan tetapi perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang sengketa tapal yang terjadi 

dalam ruang lingkup Daerah dengan mengngunakan aturan yang lama, 

sedangkan Penelitian yang yang akan penulis lakukan adalah sengketa tapal 

batas desa yang penyelesaian melalui Pemerintahan Daerah. 
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F. Metode Penelitan  

1. Jenis dan pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunkan jenis penelitian 

lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada 

Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur 

penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-

orang yang diamati.
12

 Semua data yang telah berhasil digali dan 

dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait 

dengan pemerintah Daerah. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kancing dan Desa 

Taba Mutung Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, 

dengan kisaran waktu yang telah tempuh dalam menyelesaikan penelitian 

ini yaitu berlangsung kurang lebih 1 bulan 

3. Instrument Penelitian 

 Instrument dalam penelitian ini terdiri atas subjek dan objek 

(informasi) antara lain yaitu: yang menjadi subjek penelitian ini adalah 

Pemerintahan Daerah dan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

Penyelesaian Tapal Batas antar Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung. 

 

 

                                                           
12 Basrowi dan Swandi, memahami penelitian kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1. 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data Primer adalah sumber data pertama yang di 

peroleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang 

di peroleh penelitih bersumber dari Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Bengkulu tengah mengenai Penyelesaian Sengketa Tapal Batas antara 

Desa Kancing dengan Desa Taba Mutung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data 

kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan 

tema penelitian penulis tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas 

Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

 Observasi adalah alat pengumpulan data yang di lakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang di 

selidiki. Observasi berguna untuk menjelaskan, mengamati dan merinci 

gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung objek yang 

diteliti sehingga memperoleh dan mengetahui data seakurat mungkin yang 

di perlukan mengenai ”Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh 

Pemerintahan Daerah Bengkulu Tengah (Studi Kasus Desa Kancing Dan 
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Desa Taba Mutung)”. Pengamatan atau Observasi adalah kegiatan 

pengamatan seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.
13

 

2. Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan). 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip 

atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara 

melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar. 

H. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan 

deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan 

untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi 

atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.
14

 

Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu 

yang khusus. Terhadap penelitian ini adalah memahami Penyelesaian 

Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Bengkulu Tengah. 

 

 

 

                                                           
13 Moh Nazir. Metode penelitian, jakarta:Ghalia Indonesia.2005, h 44. 
14 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2006, h 38. 
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I. Rencana Outline 

Dalam Skripsi ini, penulis membagi beberapa BAB yang terdiri dari 

Sub BAB, antara lain : 

Bab I Pendahuluan yang berisikan : Latar belakang , Rumusan Maslah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode penelitian, 

Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Sistematika penulisan 

Bab II meliputi tentang Kerangka Teori berupa Teori Desentralisasi, 

Teori Otonomi Desa, Teori Kewenangan dan Konsep Al-Sulhu 

Bab III Berisi tentang keadaan Geografis, keadaan penduduk, mata 

pencarian, keadaan sosial keagamaan, tingkat pendidikan dan struktur 

pemerintahan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan. Meliputi tentang bagaimana 

penyelesaian sengketa tapal batas desa dan faktor penghambat 

Bab V Merupakan penutup, berupa kesimpulan yang di ambil dari 

keseluruhan urain yang ada dalam Skripsi ini dan juga memuat saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Desentralisasi 

Desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan 

kebutuhan negara demorkasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru banyak 

diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 

1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama 

konsep desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah 

diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan 

memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua 

gerkana desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah 

pada akhir tahun 1970-an. 

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang 

dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan 

lokal, disana terjadi “...a superior government – one encompassing a large 

jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to „lower‟ 

govenment unit – one cencompassing a smaller jurisdiction – that is assumed 

to have some degree of authonomy.”15 

Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang 

memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kewenangan yang 

diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah yang disebut 

pemerintah lokal, merupakan perbedaan terpenting antara konsep 

                                                           
15 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986, h 5. 

18 
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desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini 

menjadi absrtak ketika diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang 

sebenarnya. 

Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut 

tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, 

memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga 

yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu 

(1) dekonsentrasi, 

(2) delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah, 

(3) pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan 

(4) peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya 

masyarakat. 

Pertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab 

administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat. Kedua, delegasi 

kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi 

khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung 

kementerian pemerintah pusat. Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain 

berupaya menciptakan atau memperkokoh tingkat atau satua-satuan 

pemerintah independen melalui devolusi peran dan kewenangan.16 

Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan 

dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya asas ini 

adalah daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga 

                                                           
16 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah…, h 5. 
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perwakilan daerah dan eksekutif daerah yang berfungsi sebagai lembaga 

politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di tingkt lokal, 

karenanya memahami betul dinamika sosial yang terjadi. 

Adalah logis apabila kepada mereka diberi hak untuk menentukan 

kebijakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan harapan dan kondisi 

masyarakat senyatanya. Disini devolusi merupakan jawaban yang paling tepat. 

Konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga perwakilan rakyat 

daerah (untuk kasus Indonesia: DPRD) menjadi aktor utama penentu 

kebijakan.17 

Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefenisikan secara 

beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi 

berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: de yang berarti lepas, dan 

centrum yang berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah 

melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi 

adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. 

desentralisasi merupakan staatkundige decentralisatie (desentralisasi 

ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan 

ambtelijke decentralisatie,seperti halnya dekonsentrasi.18 

Deknsentrasi merupakan ambtelijke decentralisatie, disebut pula 

delegatie van bevoegheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat 

perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan 

                                                           
17 Riswanda Imawan, Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good 

Governance, Dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah 

Akademik Dan RUU Usulan LIPI, Jakarta: LIPI Press, 2004, h 40. 
18 M. Laica Marzuki, Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h 151. 



xxxiv 
 

pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat 

tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas atas 

nama pemerintah pusat. Suatu delegatie van bevoegheid bersifat instruktif, 

rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan dekonsentrasi dinamakan 

mandaat van bevoegheid. Dalam pada itum menurut R. Tresna, suatu 

pelimpahan kewenangan (delegation of authority) dalam staatskundige 

decentralisatie berakibat beralihnya kewenangan pemerintahan pusat secara 

tetap. Pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dilimpahkan, beralih 

kepada pemerintah daerah.19 

Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga 

macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan.20 

Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, 

yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi 

badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-

daerah tertentu. Desentralisasi fungsionil adalah pemberian hak dan 

kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan 

kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus 

kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah 

tertentu. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada golongan-golongan 

kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayannya sendiri 

(mengatur pendidikan, agama, dll.) 

                                                           
19 M. Laica Marzuki, Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum...,h 160 
20 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah…,h 5 
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Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan 

menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu 

yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan 

sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi 

pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan 

pemerintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu 

yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan 

secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan 

tanggung jawab dari npusat kepada pinggiran, dari level bawah, atau dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (daerah).21 

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan 

desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (medebewind; co-

administration; co-government) oleh pemerintah kepada daerah otonom. 

Berdasar asas ini, Pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah 

otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya. 

Menurut Koesoemahatmadja, medebewind atau zelfbestuur sebagai 

pemberian kemungkinan kepada pemerintah / pemda atau yang tingkatannya 

lebih atas untuk minta bantuan kepada pemda / pemda yang lebih rendah agar 

menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya 

lebih atas tersebut).22 Istilah zelfbestuur merupakan padanan dari kata 

selfgovernment yang berarti sebagai kegiatan pemerintahan di tiap bagian dari 

Inggris yang dilakukan oleh wakil-wakil dari yang diperintah. Di belanda 

                                                           
21 Ni‟matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Jogyakarta: FH-UII 

Press, h 25. 
22 Ni‟matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah...,h 36. 
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zelfbestuur diartikan sebagai membantu penyelenggaraan kepentingan-

kepentingan pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-

alat kelengkapan dari daerah-daerah yang lebih bawah. Dalam menjalankan 

medebewind itu, urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

masih tetap merupakan urusan pusat cq. Daerah yang lebih atas. Atau biasanya 

disebut dengan mandat. 

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum 

kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga 

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta 

membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan 

potensi dan karakteristiknya. 

1) Dekonsentrasi hubungannya dengan desentralisasi23 

Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari 

pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

serta bentuk negara. Keterkaitan tersebut adalah karena dekonsentrasi 

merupakan salah satu cara dari penyelenggaraan pemerintahan yang 

menghubungkan antara pemerintah pusat dengan daerah dan yang 

hubungan keduanya masih dianggap sangat dipengaruhi oleh bentuk 

negara. 

Bentuk negara yang terpenting sekarang ini adalah Negara 

Federal/Negara Serikat (The Federal State) dan Negara Kesatuan (The 

                                                           
23 Adie Patto,”Teori Desentralisasi Dan Sentralisasi”, www.adiepatto.blogspot.com/ 

(Akses 09 Juni 2020). 

http://www.adiepatto.blogspot.com/
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Unitary State). Dalam pelaksanaan pemerintahan baik di Negara Federal 

maupun negara Kesatuan biasanya dikenal dua cara dalam 

menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, yaitu sentralisasi dan 

desentralisasi. 

Sentralisasi adalah pola hubungan pemerintah pusat dan daerah 

dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan 

pemerintah sepenuhnya berada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya 

dilakukan secara dekonsentrasi. 

Desentralisasi adalah pola hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah dimana semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan 

pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Untuk melihat 

seberapa besar pengaruh bentuk negara (Unitary state dan Federal state) 

pada pola hubungan pusat daerah (sentralisasi dan desentralisasi) berikut 

beberapa pengertian negara kesatuan dan negara federal, Negara kesatuan 

ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan 

dalam suatu badan legislatif nasional/pusat. 

Azas yang mendasari negara kesatuan adalah azas unitarisme yang 

pernah dirumuskan oleh Prof. Dicey sebagai “……The habitual exercise 

of supreme legislative authority by one central power”. 

Dekonsentrasi merupakan ambtelijke decentralisatie, disebut pula 

delegatie van bevoegheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat 

perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan 

pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat 
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tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas 

atas nama pemerintah pusat. Suatu delegatie van bevoegheid bersifat 

instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan dekonsentrasi 

dinamakan mandaat van bevoegheid. Dalam pada itum menurut R. Tresna, 

suatu pelimpahan kewenangan (delegation of authority) dalam 

staatskundige decentralisatie berakibat beralihnya kewenangan 

pemerintahan pusat secara tetap. Pemerintah pusat kehilangan kewenangan 

yang dilimpahkan, beralih kepada pemerintah daerah. 

2) Sentralisasi24 

Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri 

berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara 

kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah 

dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai 

pengaturan kewenangan. Di Indonesia sistem sentralisasi pernah 

diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga orde baru. 

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada 

sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu 

struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan 

lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem 

sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah 

dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga 

                                                           
24 Adie Patto.”Teori Desentralisasi Dan Sentralisasi”, www.adiepatto.blogspot.com/ 

(Akses 09 Juni 2020). 
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waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. 

Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-

pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan 

keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya 

oleh pemerintah pusat. 

Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah : menjadi 

landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat. dapat mencegah 

nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan. 

meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan 

dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan 

bersifat serupa, terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada 

kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum 

menjadi beban merata dari seluruh pihak. 

Tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang 

besar, meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan 

pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian. 

Menurut J.T. van den Berg, kebaikan sentralisasi meliputi : 

meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat. merupakan alat untuk 

memperkokoh perasaan persatuan, mendorong kesatuan dalam 

pelaksanaan hukum, membawa kepada penggalangan kekuatan, dalam 

keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efesien. 
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B. Teori Otonomi Desa 

a) Konsep Otonomi Desa 

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, 

bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian daripemerintah. 

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asliyang 

dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat 

melakukanperbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan.25 

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa 

dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi 

sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai 

“Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara 

atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk 

mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan 

ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan 

politik. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang 

dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. 

                                                           
25 H.A.W Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003, h 

165. 
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Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. 

Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional 

dan berada di Daerah Kabupaten. 

Otonomi Desa mengandung prinsip keluesan dan kapasitas 

melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya 

lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian 

merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan 

proses peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan desa, 

pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan 

publik dan kualitas hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. Untuk 

membangun otonomi Desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level 

Desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah 

daerah saja tetapi perlu juga ditribusi kewenangan hingga pada tingkat 

desa 

Landasan pemikiran yang perlu dikembangakn saat ini adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdaayaan 

masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan 

sebagai berikut : 
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a. Otonomi   desa   diklasifikasikan,   diakui,   dipenuhi,   dipercaya   

dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat 

desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. 

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti 

sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa 

depan. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak  asal-usul  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  

yang  ada  pada  masyarakat  untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 

perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul 

desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota 

diserahkan pengaturannya kepada desa 

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, 

tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan 

dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai 

tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan 

otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 
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yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.26 

Otonomi Desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat 

Pasal 18B ayat (2)  Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus 

melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap 

susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang 

dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis  material  

yakni  ulayat  serta  asset-aset  kekayaan  desa  (property  right). Dengan 

demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan 

baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif.27 

Gagasan otonomi Desa sebenarnya mempunyai  relevansi 

(tujuan dan manfaat) sebagai berikut: 

a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI; 

b. Memperkuat posisi Desa seabagai subyek pembangunan; 

c. Mendekatkan perencanaan pembangunan masyarakat; 

d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; 

e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal; 

f. Menggairakan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa; 

g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi Desa 

untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa; 

                                                           
26 H.A.W Widjaja. Otonomi Desa…,h. 165 
27 Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan 

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007 



xliv 
 

h. Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan 

pembangunan; 

i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah 

Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat; 

j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat. 

b) Kewenangan Otonomi Desa 

1) Administrasi Desa 

Istilah Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama 

yang dilakukan manusia atau kelompok sehingga tercapai tujuan yang 

diinginkan. Untuk lebih memahami mengenai Administrasi 

Pemerintahan Desa, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa 

yang dimaksud dengan Administrasi, Administrasi Pemerintahan, 

Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi merupakan penyusunan 

dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan maksud 

untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh 

kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. 

Administrasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya, apabila administrasi ditelaah lebih dalam, 

terlihat bermacam-macam cara atau pekerjaan yang dilakukan manusia 

untuk mencapai tujuan. 

Administrasi Pemerintahan berasal dari istilah asing 

Administration (inggris) atau Bestuurs Administrasi (Belanda) dapat 

diartikan sebagai berikut: 
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a. fungsi-fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan atau 

instansi Pemerintah dari segala tingkatan guna melakukan kegiatan 

untuk mencapai tujuan Pemerintah sesuai dengan wewenang masing-

masing seperti ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

b. Penggunaan prinsip-prinsip serta ilmu administrasi Negara oleh 

badan-badan atau instasi Pemerintah agar terdapat tertib administrasi 

ialah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, 

pembagian wewenang, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, 

delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

sebagainya. 

Administrasi Pemerintahan Desa adalah semua kegiatan atau 

proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan Pemerintah 

Desa, di dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa peraturan-

peraturan di dalam IGO/IGOB tersebut merupakan landasan mengenai 

struktur, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab 

Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Pamong Desa sejak tahun 1905. 

Seperti yang kita ketahui Administrasi merupakan kegiatan kerja sama 

yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi dalam upaya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan 

Administrasi Pemerintah Desa yang merupakan suatu organisasi yang 
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dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat dan 

dibantu oleh perangkat- perangkat Desa lainnya.28 

2) Pembangunan Desa 

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara 

terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam 

rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan. Rencana pembangunan desa pada dasarnya merupakan 

pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan 

desa, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten atau kota. Mengingat akan pentingnya 

kedudukan rencana pembangunan desa tersebut, maka proses 

penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut harus 

dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan 

seluruh stakeholders desa. 

Menurut Kuncoro, pembangunan adalah suatu proses 

yangkompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan 

mudah dikendalikan dandirencanakan dari pusat.29 Karena itu dengan 

penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet 

panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam 

pembangunan. 

 

 

                                                           
28 Sumitro Maskun, Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta: Media Madya 

Mandala, 1993, h 48. 
29 Mudrajat Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga, 2004, h 3. 
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3) Kemasyarakatan Desa 

Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa masih 

tergolong masuk dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana. 

Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat desa khususnya 

masyarakat petani masih dianggap secara umum yang mana mereka 

dianggap seragam atau sama antara masyarakat petani yang satu dengan 

yang lain. Kenyataannya malah berbanding terbalik dimana masing-

masing petani memiliki ciri yang berbeda misalnya saja pada tingkat 

perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang ditanam, teknologi 

atau alat- alat pertanian yang mereka pergunakan, sistem pertanian yang 

mereka pakai, dan juga bentuk kondisi fisik geografiknya. Masyarakat 

petani bisa dibagi menjadi dua yaitu antara masyarakat petani tradisonal 

dan petani modern, yang membedakan antara keduanya adalah bagi 

kelompok petani yang pertama mereka masih tergantung dan ditentukan 

oleh alam karena masih rendahnya teknologi dan pengetahuan mereka, 

produksi yang mereka hasilkan hanya untuk usaha memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi keluarganya, dan tidak 

mengejar keuntungan sedangkan kelompok petani yang ke dua mereka 

lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan, mereka juga 

menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan yang modern dan 

menanam tanaman yang laku dipasaran.30 

 

                                                           
30 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010, h 63. 
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4) Perencanaan Pembangunan Desa 

Pembangunan berkembang sesuai dengan perkembangan 

pemahaman orang tentang tujuan pembangunan. Menurut Said Zainal 

Secara umum “pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi 

yang lebih baik di masa depan dari pada kondisi yang ada pada waktu 

sekarang”. Ini mengandung pengertian bahwa masyarakat selalu berada 

dalam kondisi yang dinamis. Dalam masyarakat yang dinamis, kondisi 

masa depan itu berada dalam proses perubahan dan perkembangan 

sepanjang waktu. 

C. Teori Kewenangan 

Pada hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan 

yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan 

formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:31 

1. Hukum; 

2. Kewenangan (wewenang); 

3. Keadilan; 

4. Kejujuran; 

5. Kebijakbestarian; dan 

6. Kebajikan. 

                                                           
31 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1998, h 37-38. 
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Robert M. Mac Iver melihat kekuasaan itu dari sumbernya. Kekuasaan 

dapat bersumber dari kekerasan fisik, kekayaan, dan kepercayaan. Agar 

kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga 

negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten 

complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang 

mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-

kewajiban. Dengan demikian, lahirlah teori yang menyatakan bahwa negara 

merupakan subjek hukum buatan atau tidak asli atau yang disebut teori organ 

atau organis.32 

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek 

hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, 

kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari 

inkonstitusional, misalnya melalui kudeta ataupun perang. Sedangkan 

kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.33 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan 

sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.34 

Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk 

membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang lain. 

Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang 

dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

                                                           
32 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h 209. 
33 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah..., h 209. 
34 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka Jakarta, 1991, h 170. 
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Menurut Philipus M. Hadjon (disebut juga dengan istilah kompetensi) 

terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah wewenang 

yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi wewenang adalah 

pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Dalam hal 

mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih 

tanganan kewenangan, artinya orang yang diberi mandat menjalankan 

kewenangan untuk dan atas nama pemberi mandat atau orang yang 

mempunyai kewenangan.35 

M. Solly Lubis berpendapat bahwa tugas adalah kekuasaan dalam 

rangka pelaksanaan pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan 

yang telah diterapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-peraturan 

pelaksanaannya. Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan tekhnis 

urusan yang dimaksud (tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil 

dari pada wewenang yang sifatnya lebih tekhnis.36 

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan 

yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau 

legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan 

kekuasaan dari segolongan prang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu 

bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan 

“wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari 

kewenangan. Kewenangan bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan 

mengadili sebaiknya sebut kompetensi atau yuridiksi walaupun dalam praktik 

perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.37 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, untuk membatasi pengertian 

kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan 

pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun 

tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara. 

                                                           
35 Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1997, h 130. 
36 M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju, 2001, h 55. 
37 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah..., h. 210. 
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Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu 

wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu 

wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, 

dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan 

wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada diatasnya.38 

Kewenangan diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu: 

1. Atribusi 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam 

tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang 

yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya 

berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. 

Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) 

atau peraturan perundang-undangan.39 

2. Pelimpahan Wewenang 

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang 

pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan 

tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang 

ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur 

komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan 

secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.40 

 

                                                           
38 M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, Kewenangan Bank Indonesia dalam 

Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 

2011 tentang OJK, Bengkulu: Zigie Utama, 2018, h 60. 
39 M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, Kewenangan Bank..., h 61. 
40 M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, Kewenangan Bank..., h 61. 
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D. Konsep Al-Sulhu 

Dalam Islam, konsep asl-shulhu tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuan yang ada dalam nash, karena tujuan dari al-Qur‟an adalah 

kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman kehidupan umat manusia. 

Sedangkan tujuan Al-Ṣulḥu sama seperti tujuan al-Qur‟an yaitu untuk 

menjadikan kehidupan yang damai, tentram, dan dapat mengakibatkan 

penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua 

belah pihak dan tetap berada dijalan Allah dan syariat islam. Serta melindungi 

seorang muslim dari penyakit hati, juga menghindari seseorang dari sikap 

curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa.
41

 Untuk mendalami 

bagaimana konsep Al-Ṣulḥu dapat diketahui pada uraian berikut ini; 

1. Pengertian Al-Ṣulḥu dan Dasar Hukumnya 

Secara bahasa, kata “Al-Ṣulḥu ”صلا ل لا عار berarti ح  yang عطق ت

artinya meredam pertikaian atau perselisihan. Kata صلا ل   biasanya secara ح

khusus digunakan untuk menghilangkan pertikaian atau persengketaan 

dalam masyarakat.
42

 Dalam terminologi syara‟, Al-Ṣulḥu menjadi suatu 

bentuk akad untuk memutus dan mengakhiri perselisihan.
43

 

Dalam terminologi hukum Islam, Al-Ṣulḥu dapat diartikan sebagai 

suatu aktivitas dalam rangka menciptakan perdamaian serta keharmonisan 

dalam kehidupan bermasyarakat dengan menganjurkan para pihak yang 

                                                           
41 Nabila Wulandari, “Relevansi Konsep Damai dalam Perspektif Islam”. Islamic World 

and Politics,Vol.2. No.1 January-June, 2018. h 252 
42 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010, h 195 
43 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011, h 

235 
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berselisih untuk segera berdamai antara satu dengan yang lainnya.
44

 Oleh 

karena itu, Al-Ṣulḥu sangat dianjurkan bagi umat Islam baik personal 

maupun sosial, agar dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga 

keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di 

dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan 

yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. 

Para ulama mendefinisikan Al-Ṣulḥu sebagai berikut:
45

 

a. Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa 

yang dimaksud dengan Al-Ṣulḥu adalah: Akad yang memutuskan 

perselisihan dua pihak yang berselisih 

b. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-

shulhu adalah: Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan) 

c. Hasbi al-Shiddieqi berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Ṣulḥu adalah 

suatu akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak 

untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat hilang 

perselisihan 

d. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Ṣulḥu adalah suatu 

akad untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang 

yang berlawanan 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat dipahami 

bahwa Al-Ṣulḥu merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak 

yang hak, yang mana dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir 

                                                           
44 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Barucan 

Hoeve, 2001, h 740. 
45 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam…, h 740 
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perselisihan. Perdamaian atau Al-Ṣulḥu disyari‟atkan oleh Allah swt., 

sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur‟an, yaitu: 

 

 

 

 

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan 

nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan 

perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi 

mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika 

kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara 

dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan 

 

Ayat di atas menjelaskan jika  mereka  dapati  dua golongan orang 

yang sama-sama beriman dan keduanya berselisih, hendaklah orang beriman 

yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan orang yang berselisih 

tersebut. Jika  keduanya  sama-sama mau didamaikan, dan kembali kepada 

yang benar, maka mudahlah urusannya. Tetapi jika salah satu pihak mau 

berdamai, sedangkan pihak yang lain enggan untuk berdamai dan masih 

meneruskan perselisihannya, hendaklah diketahui sebab-sebab dari 

perselisihan tersebut yang membuat salah satu pihak tidak ingin melakukan 

perdamaian. 

Dalam ayat juga disebutkan bahwa pihak yang tidak mau berdamai 

disebut sebagai orang yang menganiaya, maka pihak lain yang ingin 

mendamaikan dua pihak yang berselisih itu memiliki kewajiban untuk 

memerangi pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian, sehingga kalah 
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dan mau tunduk kepada kebenaran. Kemudian barulah perkara tersebut 

diperiksa dengan teliti dan dicari jalan keluarnya sehingga perselisihan itu 

dapat diputuskan dengan adil.
46

 

Rasulullah saw., juga menganjurkan untuk melaksanakan 

perdamaian. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Turmudzi, bahwa 

Rasulullah saw, bersabda: 

Artinya: “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya 

boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya 

mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR.Ibnu 

Hibban dan Turmudzi)”. 

 

Hadist di atas menerangkan bahwa bolehnya perdamaian antara 

kaum muslimin pada jual beli dan selainnya selama tidak menghalalkan 

yang haram dan mengharamkan yang halal. 

Ijma ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga juga telah 

memperkuat tentang adanya Al-Ṣulḥu untuk mengantisipasi perselisihan 

yang terjadi diantara para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. 

Penyelesaian perselisihan melaui Al-Ṣulḥu banyak dipraktikkan pada masa 

sahabat dan ulama dengan cara mendamaikan para pihak melalui 

musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi 

yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. 

Keberadaan ijma sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada 

yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan 

tercantum dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah secara rinci. Bahkan Umar bin 

                                                           
46 Resky Novanriandi, Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakian Lahan Adat 

Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & 

Brothers Di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu), Skripsi, Hukum 

Ekonomi Suariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, h 20 



lvi 
 

Khattab pernah mengatakan bahwa: Tolaklah permusuhan hingga mereka 

berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan 

mengembangkan kedengkian diantara kalian. Oleh karena itu para ulama 

menyepakati kebolehan Al-Ṣulḥu karena terdapat manfaat dan kemaslahatan 

yang sangat besar bagi umat manusia. 

Berdasarkan tiga dasar hukum yaitu Alquran, hadits, dan ijma‟ maka 

hukum diperbolehkannya Al-Ṣulḥu sangat kuat karena ketiga dasar hukum 

tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Al-Ṣulḥu 

menjadi alternatif dalam penyelesaian perselisihan karena mengingat bahwa 

pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa terbentur 

pada keterbatasan dan kekurangan, sehingga apabila terjadi perselisihan di 

antara mereka, maka dapat diselesaikan secara Al-Ṣulḥu atau damai. 

2. Rukun dan Syarat Al-Sulhu 

Al-Ṣulḥu sebagai salah salah satu bentuk perbuatan hukum dapat 

dikatakan sah dan mempunyai konsekuensi hukum apabila pada perbuatan 

tersebut sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun Al-Ṣulḥu Menurut 

ulama Hanafiyyah, rukun Al-Ṣulḥu hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur 

ulama berpendapat bahwa rukun Al-Ṣulḥu ada empat, yaitu:
47

 

a. Muṣāliḥāin yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad perdamaian 

b. Muṣālaḥ „alaihi yaitu pengganti sesuatu yang dituntut. 

c. Muṣālaḥ ‟anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau 

disengketakan. 
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lvii 
 

d. Adanya Akad (ijab dan kabul) 

Sedangkan yang menjadi syarat Al-Ṣulḥu sebagai berikut: 

a. Syarat yang berhubungan dengan Muṣāliḥāin 

Diisyaratkan yang berhubungan dengan muṣāliḥāin mereka 

adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum, tidak sah 

suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang 

belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk (mumayyiz). 

Adapun pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya masing-masing 

pihak sudah baligh dan mampu menata agama serta mengolah 

kekayaannya dengan baik apabila perdamaian yang mereka lakukan 

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan 

bahaya dan kerugian. Akan tetapi, perdamaian yang dilakukan oleh anak-

anak hanya pada hal tertentu yang boleh ia bertaṣarruf, hal itu 

diperbolehkan apabila dapat mendatangkan maslahat dan tidak 

menimbulkan mudharat baginya. Pelaksanaan Al-Ṣulḥu dalam lapangan 

yang berkaitan dengan masalah harta pada anak-anak yang belum cakap 

hukum harus dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau kakeknya, 

atau orang yang memeliharanya. 

b. Syarat yang berhubungan dengan Muṣālaḥ „alaihi 

Syarat Muṣālaḥ „alaihi harus berupa harta benda, utang, ataupun 

jasa (kemanfaatan) yang mutaqawwam yaitu memiliki nilai, dan halal 

bagi pihak yang bersangkutan. Tidak sah Al-Ṣulḥu dengan pengganti 

berupa minuman keras, bangkai, darah hasil buruan tanah haram, hasil 
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buruan seseorang yang sedang dalam keadaan berihram dan hal-hal 

lainnya yang tidak termasuk kategori harta dan tidak memiliki nilai, 

karena di dalam shulhu mengandung makna mu‟āwaḍah (pertukaran), 

sehingga apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu objek jual beli, maka 

begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai objek pengganti 

(muṣālaḥ„alaihi) dalam Al-Ṣulḥu. Al-muṣālaḥ „alaihi statusnya harus hak 

milik al-muṣāliḥ yaitu pihak yang berdamai atau pihak yang dituntut. Al-

Ṣulḥu yang dilaksanakan dengan adanya al-muṣālaḥ „alaihi (pengganti 

sesuatu yang dituntut) berupa sebuah harta, kemudian ternyata harta 

tersebut hak milik orang lain, maka akad tersebut tidak sah, karena harta 

itu bukan milik al-muṣāliḥ. 

c. Syarat yang berhubungan dengan Muṣālaḥ ‟anhu Syarat-syarat al-

muṣālah „anhu yaitu hak yang dituntut atau diklaim harus berupa 

perdamaian yang terjadi pada perselisihan yang menyangkut dengan hak 

manusia yang dapat di-iwaḍkan (ganti rugi), jika persoalan tersebut 

berhubungan dengan hal-hak Allah maka tidak boleh dilakukan 

perdamaian. 

d. Syarat yang berhubungan dengan Akad (ijab dan kabul) 

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “al-„aqdu” yang 

berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut 

istilah, akad adalah pertalian ijab (ungkapan perdamaian) dan qabul 

(pernyataan persetujuan melakukan perdamaian), sesuai dengan 

kehendak syari‟at yang berpengaruh pada objek perikatan. 
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Al-Ṣulḥu dapat dilaksanakan dan sah apabila terpenuhi segala rukun 

dan syaratnya. Adapun mengenai akad, dibolehkan dalam bentuk perkataan 

maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya 

persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Desa Kancing dan Desa Taba Mutung 

1. Sejarah Desa Kancing 

Menurut cerita dari tokoh masyarakat desa atau para orang tua dahulu 

desa kancing sudah mulai ada sejak tahun 1902, akan tetapi belum lah 

memiliki pemerintahan yang baik dikarenakan dizaman itru masih perebutan 

kekuasaan. 

Desa kancing hukanlah nama sebenarnya dikalah itu, nama desa 

kancing sebelumnya namanya adalah “Tanjung Bineu” nama kancing itu 

diberikan oleh lawan raja waktu perang perebutan kekuasaan. 

Bermula disaat perang kedua raja yaitu raja rejang dan raja lembak 

terjadilah perang anatara raja rejang dan raja lembak, raja lembak dating 

ingin meyerang daerah tanjung bineu yang ditempati raja rejang, akan tetapi 

raja lembak tidak menemui keberadaan daerah yang ingin diserang tersebut 

sedangkan suara orang lagi main alat-alat kesenian tradisional, suara ternak 

seperti kambing, ayam terdengar jelas oleh raja lembak di desa tanjung 

bineu tersebut. 

Pada hari pertama pencarian raja lembak tidak berhasil menemukan 

daerah yang ditujuh (tajung bineu) akhirnya raja lembak mengurungi niat 

untuk meyerang hari itu, keesokan harinya lagi raja lembak dating lagi 

mencari keberadaan tanjung bineu tersebut, untuk dating meyerang 

kedaerah tanjung bineu tersebutu, tetapi tidak ada hasilnya karena belum 

47 
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membuakan hasil raja lembak memutuskan untuk beristirahat di daerah 

pungguk berangin yang berjarak sekitar 1,5 km dari desa tanjung bineu 

tersebut. 

Disaat raja lembak mau beristirahat terdengar jelas oleh raja lembak 

suara orang yang ada didesa tanjung bineu tersebut, rasa penasaran ingin 

mencari suara tempat suara bunyi percakapan orang di desa tanjung bineu 

tersebut raja lembak dating lagi untuk menyerang desa bahkan pencarian 

raja rejang terus dicaei keberadaanya sampai ke daerah talang tes (desa 

penanding) yang berjarak sekitar 5km dari desa pungguk berangin. Berbagai 

upaya dan cara yang telah dilakukan oleh raja lembak ingin menerobos ke 

desa tanjungn bineu ingin menyerang raja rejang disaat itu akan tetapi tidak 

ada membuakan hasil, akhirnya penasaran, kekecewaan dan mara raja 

lembak mengurungi niatnya dan berkata pada kepada pasukannya “wahai 

pasukan ku ini bukanlah desa tanjung bineu”, melainkan terkancing desa ini. 

Kancing adalah komo wilayah tersebut dikeranatkan oleh sebagian 

penduduk menjadi keramat kancing. 

Seiring perkembangan zaman perkembangan penduduk semakin 

bertambah masyarakat desapun berpindah-pindah dari desa tanjung bineu ke 

padang sepang terus ke kancing laying dan dari ke tiga desa akhinya 

menjadi satu desa lagi yaitu desa kancing yang nama tersebut sampai 

dengan sekarang. 
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Sebelum terbentuknya kabupaten Bengkulu tengah desa kancing 

termasuk dalam kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu utara dan 

sekarang masuk kecamatan karang tinggi.
48

 

2. Sejarah Desa Taba Mutung 

Desa Taba Mutung adalah salah satu desa dalam wilayah di 

Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum menjadi 

desa yang defenitif, Desa Taba Mutung merupakan daerah rawa yang 

kemudian dengan seiring waktu daerah rawa tersebut ditimbun, setelah 

timbunan mengeras tumbulah semak belukar dan sudah dapat dilewati oleh 

para pedagang dari kota Bengkulu ke daerah kepahiang, curup dengan 

kendaraan berupa pedati, para pedang menjadikan daerah ini untuk singgah 

dan bertemalam pada suatu hari semak belukar tersebut terbakar sampai 

mutung sehingga ada yang memberi nama Taba Mutung. 

Dengan terbakarnya semak belukar tersebut membuat keinginan orang 

untuk bercocok tanam, ada yang yang menetap dan ada juga yang tidak 

menetap. Orang yang menetap tinggal berasal dari Desa Kancing dan 

kemudian mulailah banyak orang atau masyarakat yang berdatangan dan 

menetap, terutama dari daerah Semindang Bukit Kabu. Seiring dengan 

perjalanan waktu terbentuklah suatu Dusun/Marga yang dipimpin seorang 

Pemangku dan masih Menginduk dengan Desa Kancing.
49
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49 Data Desa Taba Mutung 
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B. Visi dan Misi Desa Kancing dan Desa Taba Mutung 

1. Visi dan Misi Desa Kancing
50

 

a) Visi desa sebagai berikut: 

Desa yang terus membangun menuju perubahan ekonomi, kesehatan, 

pendidikan, infrastruktur yang lebih baik. 

b) Misi desa sebagai berikut: 

1) Mengembangkan dan meningnkatkan hasil pertanian masyarakat; 

2) Pertimbangan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan 

lingkungan; 

3) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat; 

4) Perbaikan dan penimngkatan layanan sarana kesehatan dan umum; 

5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 

6) Meningkatkan keterampilan dan kualitas sdm masyarakat; 

7) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan 

kerja; 

8) Manajemen usaha masyarakat; 

9) Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; 

10) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan bpd; 

11) Peningkatan sarana rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. 

2. Visi dan misi Desa Taba Mutung
51

 

a) Visi desa sebagai berikut: 

                                                           
50 Data Desa kancing 
51 Data Desa Taba Mutung 
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Peningkatan perekonomian dengan menggali sumber daya manusia 

yang religious, kreatif, inovatif, dan kesejahteraan masyarakat. 

b) Misi desa sebagai berikut: 

1) Mewujudkan kam personalitas terampil, agamis dan berdaya saing. 

2) Medayagunakan sumber daya alam dalam mengembangkan 

ekonomi kerakyatan. 

3) Mewujudkan sarana, prasarana desa yang berkualitas dan 

lingkungan yang lestari melalui pembangunan berbasis gotong 

royong. 

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang prima dalam 

pelayanan masyarkat. 

5) Mewujudkan lembaga kemasyarakatan yang pro aktif dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

6) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat. 

7) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan 

lingkungan. 

8) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat. 

9) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum. 

10) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 

11) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat. 

12) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan 

kerja dan manajemen usaha masyarakat. 

13) Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD. 
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14) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD. 

C. Struktur Pemerintahan Desa Kancing dan Desa Taba Mutung 

Tabel 3.1 

Struktur Desa Kancing
52
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Kepala Desa 

Iksan Heryuna, S. 

Sekretaris Desa 

Khairum 

Kaur Umum 

dan Tata 

Usaha 

Warsan 

Suryadi 

Kaur 

Perencanaan 

Meli 

Susanti, 

S.E. 

Kaur 

Keuangan 

Rolian 

Syahroni, 

S.Kom 

Kasi 

Pelayanan 

Kasi 

Pemerintahan 

Kasi 

Kesejahteraan 

Alwi 

Kepala Dusun I 

Suratman 

Kepala Dusun II 

Aksah 

Kepala Dusun III 

Hensi 
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Tabel 3.2 

Struktur Desa Taba Mutung
53
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Kepala Desa 

Alsis Mulyono 

Sekretaris Desa 

Tarmizi 

Kaur Umum 

dan Tata 

Usaha 

Sylvia 

Octasari 

Putri, 

S.Sos. 

Kaur 

Perencanaan 

 

Murni 

Kaur 

Keuangan 

 

Megi 

Utama, 

S.I.Kom. 

Kasi 

Pelayanan 

 

Muslim 

Hidayat 

Kasi 

Pemerintahan 

 

Meli Harni 

Kasi    

Kesos 

 

M. Hatta. 

AR 

Kepala Dusun I 

Tahirin 

Kepala Dusun II 

Aidil 

Kepala Dusun III 

Muhlian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam 

Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa Taba 

Mutung 

Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya 

suatu batas wilayah otonom antara dua daerah, Kabupaten Bengkulu Tengah 

merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berpotensi untuk 

terjadinya konflik tapal batas diwilayahnya. Hal tersebut, diakibatkan belum 

adanya kejelasan berhubungan dengan batas wilayahnya maupun adanya 

tumpang tindih berkenaan dengan pengaturan batas wilayah. Salah satu 

persoalan perbatasan yang terjadi, yaitu sengketa tapal batas antara Desa 

Kancing dengan Desa Taba Mutung. 

Sengketa tapal batas tak jarang  memicu  terjadinya  konflik dikarenakan  

adanya benturan-benturan dilapangan. Tak jarang permasalahan mengenai  

sengketa tapal batas ini  sulit  untuk diselesaikan  dan  membutuhkan  waktu 

dan proses yang cukup lama dan panjang dalam penyelesaiannya, serta  

menemukan  jalan  keluar yang  terbaik  bagi  pihak-pihak yang berkonflik. 

Desa dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, dan 

berwenang mengatur, mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat yang diakui dan dihormati, desa terdiri dari tiga unsur, yaitu 

54 
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(1) penduduk atau kesatuan masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak di 

dalam hukum. 

(2) wilayah desa yang ditandai dengan batas-batas yang memisahkan secara 

administratif dengan wilayah lain, dan 

(3) pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat.
54

 

Wilayah merupakan unsur yang sangat penting bagi desa, oleh karena itu 

batas-batas wilayahnya harus jelas dan tegas. Ketidakjelasan dan 

ketidaktegasan batas sering menimbulkan konflik karena tidak ada kepastian 

hukumnya, urusan kewenangan Pemerintahan Desa satu dengan Desa lainnya 

dipisahkan secara yurisdiksi melalui Batas Desa. Untuk memberikan kepastian 

hukum yang bersifat tegas terhadap batas-batas desa diperlukan penegasan dan 

penetapan batas-batas desa. Agar penegasan dan penetapan batas desa dapat 

berjalan tertib, terkoordinasi dan benar maka dalam pelaksanaannya harus 

sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan 

dan Penegasan Batas Desa. 

Secara empiris, terdapat sejumlah kasus sengketa batas daerah baik yang 

diakibatkan pemekaran daerah otonom baru yang melibatkan daerah lama 

dengan daerah baru, hal tersebut, biasanya disebabkan karena aspek yuridis 

yakni tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang dan peta 

lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta. Kemudian 

                                                           
54 Peraturan pemendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman dan pengesahan batas 

desa 
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aspek ekonomi, karena perebutan sumber daya ekonomi, aspek kultural (isu 

terpisahnya etnis atau subetnis), aspek politik (berkaitan dengan perolehan 

suara bagi anggota DPRD atau jumlah pemilih), aspek sosial (munculnya 

kecemburuan sosial, isu penduduk asli dan pendatang). Faktor lainnya, bisa 

juga karena aspek pemerintahan, yakni adanya duplikasi pelayanan 

pemerintahan, seperti jarak ke pusat pemerintahan, atau isu ingin bergabung ke 

daerah tetangga. Diantara sekian konflik batas daerah tersebut, sebagian 

diantaranya berdampak pada timbulnya konflik lain seperti konflik sosial dan 

konflik sumber daya alam. Ironinya, hingga kini keinginan untuk memekarkan 

wilayah, mulai dari tingkat keluruhan/desa, kecamatan, kabupaten dan 

propinsi, masih terus bergulir. Alasannya pun sama yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan memperpendek tali birokrasi.
55

 

Secara normatif, peran Pemerintahan Daerah dalam penyelesaian 

sengketa batas desa diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 Permendagri 

Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan   dalam   penetapan   dan penegasan 

batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas Desa. 

(2) Penyelesaian perselisihan batas Desaantar Desadalam satu wilayah 

kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang    

difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara. 

                                                           
55 Basomadiong, Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Konflik Sosial Masyarakat 

Lokal, dari www.basomadiong.wordpress.com, diakses tanggal 02 Desember 2020. 

http://www.basomadiong.wordpress.com/
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(3) Penyelesaian perselisihan batas Desaantar Desapada wilayah  

Kecamatan yang berbeda dalamsatu wilayah kabupaten/Kota 

diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh 

Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara. 

(4) Penyelesaian  perselisihan  batas Desa sebagaimana dimaksud pada  

ayat  (2) dan  ayat  (3) diselesaikan  paling lama 6 (enam) bulan. 

Pasal 19 

(1) Dalam  hal  upaya  musyawarah/mufakattidak  tercapai, penyelesaian 

perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan 

Bupati/Walikota. 

(2) Penyelesaian perselisihan batas Desaantar Desa pada wilayah 

Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan  

antara Desadalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya    

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

batas daerah. 

Hingga saat ini mengenai batas desa antara Desa Kancing dengan Desa 

Taba Mutung secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di 

lapangan yang belum tegas, artinya tidak ada kesepakatan antara kedua desa 

tersebut bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan hal ini dapat 

terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara Desa 

Kancing dengan Desa Taba mutung hingga sekarang. Akibat kurangnya 

penyelesaian batas wilayah oleh Pemda Benteng tersebut dapat menimbulkan 
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konflik masarakat dengan masarakat, masarakat dengan aparatur desa dan desa 

antar desa. 

Dampak dari terjadinya sengketa tapal batas tersebut terdapat kurangnya 

pembangunan, dan pemberdayaan masarakat, Masarakat desa yang terletak di 

daerah perbatasan tersebut juga susah melakukan adminitrasi, karena kedua 

Desa tersebut seakan tidak peduli dengan permasalahan tersebut, selain itu 

masyarakat perbatasan di antara kedua Desa tersebut juga jarang mendapatkan 

bantuan seperti bantuan beras miskin (raskin), karena tidak didata oleh kedua 

desa tersebut, selain itu suatu bagian wilayah terabaikan oleh masing-masing 

desa karena kedua desa tersebut merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata 

lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun 

pembangunan di bagian wilayah tersebut. Desa yang satu dapat dianggap 

melampaui batas kewenangan desa yang lain sehingga berpotensi timbulnya 

konflik antar desa. Kekaburan batas desa juga dapat menimbulkan dampak 

negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar desa karena 

potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada 

kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan juga 

menimbulkan dampak politis khususnya di perbatasan desa. Oleh karena itu, 

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas desa 

sangat penting untuk dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kancing Iksan 

Hermuna yang mengatakan bahawa: 
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“Kedua belah pihak desa pernah mengadakan pertemuan dalam rangka 

penyelesaian sengketa batas wilayah antara kedua desa ini yang 

difasilitasi oleh pihak Pemda Benteng sebagai mediator yang di hadiri 

oleh pengurus desa kedua belah pihak di Kantor Camat Karang tinggi, 

Pertemuan tersebut masih belum mendapatkan jalan keluarnya dengan 

tidak mendapatkan hasil, pertemuan formal dilakukan melalui upaya 

memediasi kedua desa, namun kelihatannya pemerintah Kabupaten 

Bengkulu Tengah masih belum menanggapi serius terkait dengan 

persoalan tapal batas.”
56

 

 

Samahalnya dengan Kades Taba Mutung Alsis Mulyono mengatakan: 

“Akibat terjadinya konflik tersebut khususnya Desa Taba Mutung yang 

baru mekar ini, kami masyarakat merasa sedikit terkucilkan karena hak 

hak kami jarang didapat oleh karena itu kami mohon dari pemrintahan 

Kabupaten Bengkulu Tengah agar bisa secepatnya diselesasikan masalah 

konflik ini.”
57

 

 

Dalam praktek di lapangan, ternyata kewenangan Pemerintahan Daerah 

dalam hal ini Pemerintahan Bengkulu Tengah dalam memutus persoalan 

sengketa tapal batas desa antara Desa Kancing dan Desa Taba Mutung sangat 

lama atau seolah-olah engan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal 

ini didasarkan lamanya sengketa itu terjadi dari tahun 2011 sampai sekarang, 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 18 

ayat 4 yang menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tapal batas 

paling lama 6 (enam) bulan. 

Berdasarkan peraturan tersebut sudah jelas bahwa Pemerintahan Daerah 

Bengkulu Tengah lamban dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas desa, 

antara Desa Kancing dan Desa Taba Mutung, hal ini sangat dirasakan 

merugikan masyarakat dalam hampir seluruh bidang, hal tersebut menunjukkan 
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bahwa peran-peran yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup kuat 

dalam memutus permasalahan. 

Sebenarnya dalam menyelesaikan konflik tapal batas ini bisa dilakukan 

dengan cara penyelesaian berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pasal 18 dan Pasal 19, 

peraturan diatas telah memberikan solusi yang baik walaupun dalam praktek 

dilapangan belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa tapal batas melalui 

jalur musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh camat atau bupati, ini 

dikarenakan penyelesaian secara musyawarah dan mediasi ini tidak semua 

kesepakatan dapat diterima oleh masyarakat kedua desa, hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kepala Desa Kancing Iksan Heryuna, S. yang 

mengatakan bahwa: 

“Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tapal batas ini sebenarnya 

kami sudah berupaya sebaik mungkin akan tetapi dari hasil mediasi yang 

difasilitasi Pemerintahan Kabupaten Bengkulu tengah, belum mengambil 

kata sepakat ini dikarenakan sebagian masyarakat diantara kedua desa 

tidak sepakat dengan patok-patok batas yang telah ditentukan 

sebelumnya, inilah salah satu dasar permasalahan yang ada, dengan 

permasalahan yang ada ini juga kami sebenarnya besar harapan dengan 

Pemrintahan Kabupaten Bengkulu Tengah bisa cepat menyelesaikan 

permasalahan ini, kasian masyarakat kami yang terlalu lama menunggu 

dan kami harapakan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah bisa 

tanggap dengan permasalahan yang ada.”
58

 

Hal ini senada dengan Kepala Desa Taba Mutung Alsis Mulyono yang 

mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya akar permasalahan yang berlarut-larut lama ialah di 

masyarakat itu sendiri, karena mereka tidak puas atau tidak menerima 
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patok batas desa yang telah ditetapkan sebelunya, beberapa kali kami dari 

pihak desa berupaya mediasi dengan Desa Kancing dan Pemerintahan 

Kabupaten Bengkulu tengah akan tetapi belum menemukan titik jelas, 

dan juga saya harapkan perlunya ketegasan dari Pemerintahan Kabupaten 

Bengkulu Tengah dalam mengambil sikap.”
59

 

Sebenarnya Pendekatan Musyawarah dan mediasi dalam menyelesaikan 

sengketa tapal batas antara Desa Kancing dan Desa Taba Mutung melalui 

musyawarah dan mediasi ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan ruang 

bagi kedua belah pihak untuk memberikan argumen dan memperdayakan 

kemampuan desa dalam menyelesaikan persoalannya di daerah secara arif dan 

bijaksana dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Idealnya, perbedaan 

pandangan mengenai sengketa/konflik tapal batas ini menjadikan pendewasaan 

dalam mengatasi persoalan desa ini. Sehingga, apabila dalam musyawarah dan 

mediasi tidak juga mencapai mufakat dapat dilakukan melalui konsultasi dan 

negosiasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Abritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Abritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyimpulkan bahwa 

alternatif penyelesaian sengketa merupakakan suatu cara penyelesaian sengketa 

yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaan diserahkan sepenuhnya 

kepada para pihak dengan cara fasilitasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau 

meminta pendapat para ahli.
60
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Fasilitasi adalah sebuah proses penyelesaian perselisihan dengan 

melibatkan  pihak ketiga yang netral  untuk  membantu  pihak yang berkonflik 

dalam menata proses penyelesaian, dalam rangka mempertemukan pihak-pihak  

yang  berkonflik fasilitator harus  bisa menyediakan sarana dan prasarana  yang  

didalamnya terdapat penetapan lokasi, penyediaan tempat, fasilitas yang 

digunakan serta waktu dan agenda pertemuan.
61

 

Dalam negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling 

mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau 

menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktivitas ini lebih 

dikenal dengan lobbying. Dalam proses negosiasi lobbying tidak pernah 

terpisahkan. Untuk kesepakatan dalam negosiasi ternyata lobby sangat efektif 

karena negosiasi bisa terjadi apabila aktivitas lobbying mendapat respon dari 

pihak yang berkonflik.
62

 

Mediasi dilakukan Berkenan dalam penyelesaian konflik antara 

masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat, maka 

perlu dilakukan langkah-langkah yang baik untuk mempertemukan pihak-pihak 

yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan secara langsung keluhan dan 

tuntutan dalam pertemuan, dimana pertemuan ini dapat dimanfaatkan oleh 

mediator untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan 

konflik yang terjadi. Disamping itu sangat penting dilakukan 

pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam 

                                                           
61 Wahyudi, Manajemen Konflik Dalam Organisasi, Bandung : CV. Alfabeta, 2006, h 45. 
62 Praqsetyono, Sunar, Dwi, Seni Kreatif Loby dan Negosiasi, Jogjakarta: Penerbit Think, 
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mencari informasi yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan antara dua 

pihak yang menyebabkan terjadinya konflik. Pertemuan ini dilakukan untuk 

mencari kata sepakat baik lisan maupun tulisan dalam rangka mengakhiri 

konflik yang terjadi.
63

 

Peranan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu 

Tengah dalam menangani konflik tapal batas di Desa Kancing dan Desa Taba 

Mutung dalam bentuk : 

1. Proses Fasilitasi 

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah 

memfasilitasi permasalahan ini dengan menyediakan tempat untuk 

melakukan upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat Desa 

Kancing dan Desa Taba Mutung. Upaya fasilitasi tersebut dilakukan di 

Kantor Kecamatan Karang Tinggi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten 

Bengkulu Tengah (Kabag Pemerintahan), Serta dari Pihak Desa Kancing 

dan Desa Taba Mutung, para pihak menyetujui langkah-langkah sebagai 

berikut, konflik tapal batas Desa Kancing dan Desa Taba Mutung, akan 

memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas, dan dengan target 

penyelesaian dalam waktu selama 6 bulan untuk diusulkan kepada Bupati 

Bengkulu Tengah. 

Berdasarkan musyawarah dalam rapat maka direkomendasikan hal-hal 

sebagai berikut : 
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1) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyelesaikan tapal batas dari 

kedua desa. 

2) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sepakat untuk menyerahkan 

sepenuhnya permasalahan tapal batas kepada pemerintah Bengkulu 

Tengah. 

2. Proses Mediasi 

Dalam proses menangani masalah konflik tapal batas tersebut, hal 

yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah adalah 

melakukan mediasi dengan kedua desa yang bermasalah dalam hal ini Desa 

Kancing dan Desa Taba Mutung yang diadakan beberapa kali semenjak 

terjadinya konflik tapal batas tersebut, mediasi dilaksankan di Kantor 

Kecamatan Karang Tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Pemerintahan yakni 

Winda mengenai peran Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah dalam 

mengatasi permasalahan tapal batas yakni: 

Dalam mengatasi konflik tapal batas ini, kami dari pihak Pemerintah 

Daerah Bengkulu Tengah telah melakukan penyelesaian melalui 

mediasi yaitu mempertemukan kedua desa yang bersengketa untuk 

mencari akar permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat 

untuk masalah ini. Ini sudah dilakukan berkali-kali dan dalam hal ini 

belum menemukan titik temu atau solusi yang didapat dan juga ada 

sebagian masyarakat yang tidak puas dari hasil mediasi, kami sebagai 

perwakilan Pemerintah Daerah pada waktu itu dihadiri oleh saya 

sendiri.
64

 

 

Upaya penyelesaian konflik bermuara pada bagaimana mengusahakan 

agar konflik berada pada situasi optimal, sehingga konflik tersebut dapat 
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mencegah kemacetan, merangsang kreativitas, memungkinkan lepasnya 

ketegangan dan memprakarsai adanya perubahan. Konflik jika tidak ditangani 

secara baik dan tuntas maka akan menggangu keseimbangan sumberdaya dan 

menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Kegagalan dalam 

menangani konflik dapat mengarah pada akibat yang mencelakakan oleh sebab 

itu perlu ada keseriusan dalam menangani konflik. 

Dalam proses penyelesaian konflik harus disadari bahwa konflik 

disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan atau perbedaan kepentingan 

dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik 

juga berlainan, tergantung dengan keadaan. Memilih sebuah metode 

penyelesaian konflik yang cocok tergantung beberapa faktor, termasuk alasan 

konflik terjadi dan hubungan khusus antara pemerintah dengan pihak yang 

terlibat konflik sehingga langkah-langkah yang matang harus dipertimbangkan 

untuk digunakan dalam upaya penyelesainnya dalam hal ini Pemerintah 

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai penyelesai konflik memiliki wewenang 

penuh dalam proses penyelesaian konflik tapal batas tersebut. 

Pemerintah seharusnya melakukan beberapa cara dalam upaya 

penyelesaian konflik tapal batas yang terjadi antara Desa Kancing dan Desa 

Taba Mutung upaya yang dilakukan pemerintah ialah negosiasi, fasilitasi, 

mediasi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan upaya negosiasi 

dan fasilitasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan upaya 

mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan terhadap Konflik yang 

terjadi di Desa Kancing dan Desa Taba Mutung, sengketa masalah tapal batas 
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tersebut sudah diupayakan dalam menyelesaikannya akan tetapi kurang 

tegasnya pemerintahan dalam mengambil keputusan sehingga seolah-olah 

lamban dan terbengkalai, hal tersebut dikarenakan konflik tapal batas tersebut 

sudah terjadi dari tahun 2011 sampai sekarang belum ada putusan yang jelas 

sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. 

Berdasarkan peraturan di atas dan permasalahan yang telah dibahas 

sebelumnya seharusnya Pemerintah Bengkulu Tengah lebih memahami lagi 

terhadap permasalahan yang ada dan sebenarnya masyarakat ini maunya apa, 

jangan seolah setelah memberikan ruang musyawarah dan mediasi setelah itu 

tidak ada tindak lanjut lagi dalam permasalahan tersebut, dan juga 

Pemerintahan Bengkulu Tengah harus tegas dalam hal ini karena semakin larut 

permasalahan tapal batas ini akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan 

yang baru, belum lagi permasalahan administrasi desa yang belum 

terselesaikan. 
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B. Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing 

dengan Desa Taba Mutung 

Dalam penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan bahwa proses 

yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam upaya 

penanganan persoalan sengketa tapal batas wilayah antara Desa Kancing dan 

Desa Taba Mutung, yaitu berupa proses penyelesaian di luar proses peradilan 

sebagaimana dikenal dengan istilah penyelesaian secara nonlitigasi yaitu 

berupa negosiasi dan mediasi. Dapat dilihat sebagian proses yang telah 

dilaksanakan dalam upaya penanganan persoalan sengketa tapal batas belum 

maksimal dalam pelaksanaannya, yang mana seharusnya dilakukan dalam 

suatu negosiasi dan mediasi yang ideal berdasarkan peraturan yang ada, 

sehingga hal tersebut belum menemukan kata sepakat sebagai tujuan yang akan 

dicapai pada pelaksanaan proses negosiasi dan mediasi. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

menyimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakakan suatu cara 

penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaan 

diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dengan cara fasilitasi, negosiasi, 

mediasi dan konsiliasi atau meminta pendapat para ahli. Dalam proses mediasi 

sendiri haruslah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan seperti 

peraturan di atas agar upaya yang dilakukan tidak sia-sia. 

Batas wilayah yang tidak jelas di era otonomi sebagai konsekwensi 

kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah merupakan permasalahan 
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yang  menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua 

daerah tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya 

berakibat pada timbulnya dampak konflik berupa terjadinya dualisme 

kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian 

proses pengurusan bukti kepemilikan  hak atas tanah (sertifikat) khususnya di 

tingkat desa/kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas.
65

 

Perihal penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Desa Kancing 

dan Desa Taba Mutung berupa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi juga 

belum menghasilkan kesepakatan yang merupkan jalan keluar dari 

terselesaikannya sengketa tapal batas tersebut, hal ini di dasarkan karena 

Pemerintah Bengkulu Tengah lamban dalam menangani permasalahan ini. 

Menurut hasil wawancara dengan Winda Selaku Kasubag Pemerintahan 

mengatakan bahwa: 

“pertemuan dalam rangka penyelesaian sengketa batas wilayah antara 

kedua Desa ini digelar dan yang difasilitasi oleh pihak Kabupaten 

Bengkulu Tengah sebagai mediator yang di hadiri oleh kedua belah pihak 

di Kantor Kecamatan Karang Tinggi. Pertemuan tersebut masih belum 

mendapatkan jalan keluarnya dengan hasil daedlock. pertemuan formal 

dilakukan melalui upaya memediasi kedua Desa namun kelihatannya 

Perangkat Desa Kancing dan masyarakatnya masih belum menanggapi 

serius terkait dengan persoalan tapal batas karena menganggap Desa 

Taba Mutung adalah Desa Pemekaran dengan patok-patok batas desa 

yang belum jelas.”
66

 

 

Faktor kendala yang dihadapi Pemda Benteng ialah dari dari masyarakat 

kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetuji masalah tapal batas yang 

telah ditetapkan sebelumnya akan tetapi permasalahan selanjutnya ialah kurang 
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tegasnya Pemda Benteng dalam mengambil kebijakan, kemudian banyak 

warga mendesak agar permasalahan yang dihadapi ini cepat terselesaikan, 

desakan dari warga masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan juga 

katidakpastian keberadaan letak tapal batas antara kedua Desa ini, di mana dari 

pihak Desa Kancing yang ingin melakukan penegasan tapal batas di lapangan 

di halangi oleh masyarakat setempat yang tidak sepaham dengan keputusan 

akan posisi letak tapal batas sehingga tidak kunjung terlaksana letak 

pemasangan tapal batas. 

Menurut penulis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak mediator atau 

dalam hal ini Pemerintahan Bengkulu Tengah harus secara serius serta 

memenuhi unsur-unsur berupa proses dari mediasi itu sendiri seperti diatas 

dimana dimulai dari penyebab sengketa secara detail kemudian menyajikannya 

dengan jelas, dari jalanya kegiatan pelaksanaan mediasi, penutupan mediasi 

serta pelaksanakan akta perdamaian dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Sehingga dari sini dapat merumuskan solusi dari akar permasalahan yang ada 

dengan melibatkan semua unsur dalam hal ini tidak hanya Pemerintah namun 

juga masyarakat melalui perwakian yang dapat merepresentasikan apa yang 

menjadi keingin mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kancing Meli 

Susanti mengatakan: 

Kami dari masyarakat dalam beberapa kali mediasi dilakukan kami selalu 

diundang, akan tetapi dalam mediasi tersebut kami belum menemukan 

kata sepakat ini dikarenakan ada sebagian masyarakat tidak puas dengan 

hasil mediasi ini dikarenakan mereka tidak sepakat dengan patok-patok 

perbatasan desa, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa kami 
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menyerahkan permasalahan ini ke Pemrintah Kabupaten Bengkulu 

Tengah.
67

 

 

Hal inipun senadah dengan hasil wawancara terhadap masyarkat Desa 

Taba Mutung Harni yang mengatakan bahwa: 

Dalam setiap mediasi yang dilakukan kami selalu dilibatkan akan tetapi 

tidak pernah sepakat masalah patok-patok yang telah ditetapkan karena 

kami ini daerah pemekaran jadi kami berdasarkan peraturan pemekaran 

desa akan tetapi dari Desa Kancing mereka tidak terima ini dikarenakan 

mereka merasa batas desa tersebut masih termasuk dikawasan desa 

mereka.
68

 

 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam proses penyelesaian 

sengketa tapal batas antara Desa Kancing dan Desa Taba Mutung maka model 

atau pola alternaitve sebagai upaya penyelesaian sengketa tapal batas yang 

efektif adalah dengan pendekatan secara emosional terhadap masyarakat, ini 

dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki wewenang 

pendekatan dengan masyarakat yakni dalam hal-hal yang menyangkut 

kepentingan yang mempengaruhi dan mengelola guna meningkatkan kemajuan 

taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak, serta menyelesaikan 

perselisihan yang menyangkut perkara sengketa tapal batas sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-undang. 

Berkaitan dengan itu, maka keberadaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu 

Tengah dalam pendekatan secara emosional dikehidupan masyarakat sebagai 

representasi kultural sangat penting sebagai penunjang dan penegakan nilai-

nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma hukum. Demikian pula dengan 

Perangkat Desa Kancing dan Desa Taba Mutung mereka juga harus lebih 
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mendekatkan diri dengan masyarakat karena mereka mempunyai besar 

pengaruhnya terhadap masyarakat Desa Kancing dan Desa Taba Mutung, oleh 

karena fungsi dan perannya adalah dinilai luas yang melingkupi segala sendi-

sendi kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubang Pemerintahan di 

Pemerintahan Kabupaten Bengkulu tengah yaitu: 

Bahwa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah  sendiri 

dalam menjaga ketentraman dalam wilayahnya, oleh karena itu kami 

akan menyelesaikan permasalahan tapal batas ini secara pendekatan 

emosional terhadap masyarakat, oleh karena itu kami akan mengadakan 

pertemuan terhadap kedua Desa dalam waktu dekat agar mereka bisa 

bekerja sama antar Desa dan sehingga masyarakat mereka merasa ada tali 

kekeluargaan yang bisa menyatukan mereka melalui adat, agama dan 

pemerintah.
69

 

 

Artinya bahwa setiap perkara/masalah yang terjadi ditengah masyarakat 

yang mana merupakan lingkungan dengan budaya adatnya tinggi dan tatanan 

hidup yang takut kepada hukum agama serta aturan pemerintah. Hal inilah 

yang dijadikan sebagai dasar dalam proses penyelesaian masalah/perkara oleh 

Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Dimana apabila ketiga sendi 

utama ini saling bersinergi secara baik maka akan tercipta harmonisasi 

kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram serta dapat menciptakan 

solusi pada setiap masalah yang ada di masyarakat karena ketiga unsur penting 

ini bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu masalah. 

Apabila dikaitan dengan teori Kewenangan adalah apa yang disebut 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh 

Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif, 
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terhadap persoalan sengekata tapal batas antara Desa Kancing dengan Desa 

Taba Mutung, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memperoleh 

kekuasaan formal dalam mengatasi persoalan sengketa tapal batas ini. 

Penyelesaian melalui mediasi terhadap masyarakat kiranya lebih akan 

mendapat dukungan dari masyarakat terkait dengan tapal batas wilayah antara 

Desa Kancing dan Desa Taba Mutung, serta dapat juga melakukan 

penyelesaian melalui mekanisme pendekatan emosional terhadap masyarakat 

sebagai alternatif penyelesaian yang dianggap dapat menyelesaikan 

permasalahan ini karena masyarakat memegang teguh aturan-aturan. Langkah 

seperti ini dinilai efektif mengingat persoalan sengketa tapal batas wilayah 

antara Desa Kancing dan Desa Taba Mutung yang berlarut-larut 

penyelesaiannya menyangkut persoalan tuntutan masyarakat yang ingin 

merasakan pelayanan yang baik, serta persoalan lokasi tanah yang akan 

dijadikan peletakan tapal batas secara tegas dilapangan. Artinya antara 

pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi agar kepentingan masing-masing 

dapat terkomodir dengan baik. 

Mekanisme penyelesaian secara mediasi dan pendekatan emosional 

apabila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa 

Kancing dan Desa Taba Mutung maka mekanismenya adalah dengan 

mempertemukan kedua belah pihak desa dengan menawarkan solusi-solusi 

yang baik agar kedua belah pihak desa bisa bekerjasama sehingga tujuannya 

untuk menyelesaikan sengketa tapal batas bisa diselesaikan dengan baik, 

kemudian duduk bersama dan bermusyawarah mengenai masalah sengketa 
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kemudian menetapkan solusi berupa batas wilayah yang membatasi kedua desa 

ini, dapat berupa penetapan batas secara resmi di setujui oleh pemerintah dan 

masyarakat setempat yang bersengketa. 

Kondisi demikian dinilai dapat menimbulkan suatu kesepakatan tapal 

batas antara masyarakat karena menjunjung nilai-nilai budaya masyarakat 

setempat. Masyarakat dalam menggunakan mekanisme secara mediasi dan 

pendekatan emosional ini untuk menyelesaiakan sengketa tapal batas wilayah 

dapat menjadi rujukan untuk dilksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, 

selain itu prosesnya lebih menghemat biaya dan waktu. 
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C. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa taba 

Mutung berdasarkan Konsep Al-Sulhu 

Al-Ṣulḥu sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam 

sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya 

damai melalui pendekatan musyawarah (syura) di antara para pihak yang 

berselisih. Adapun pendekatan musyawarah yang di lakukan dengan cara 

mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi 

kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, sharing untuk 

memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. 

Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian 

permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa 

dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin 

hubungan kekeluargaan, dan silaturrahim di antara para pihak yang berselisih, 

serta lebih menghemat waktu dan biaya. 

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten 

Bengkulu Tengah terhadap sengketa tapal batas antara Desa Kancing dan Desa 

Taba Mutung secara mediasi yang didasarkan menurut konsep Al-Ṣulḥu di 

dalam hukum Islam yang dipandu oleh seorang mediator. Penyelesaian 

sengketa ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk 

berdamai dan mengikuti hasil isi perjanjian perdamaian yang telah mereka 

sepakati. Konsep Al-Ṣulḥu dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di 

praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah 

penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai 
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mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang 

membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang 

diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 

oleh mediator, hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai 

sebuah perdamaian. 

Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini 

adalah Camat dan tokoh adat dari kedua Desatersebut, dimana mediator hanya 

bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan 

perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak 

penggugat, yaitu pihak yang merasa dirugikan. 

Penyelesaian perselisihan secara Al-Ṣulḥu atau mediasi sangat 

dianjurkan di dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi atau Al-Ṣulḥu 

dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam 

kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat 

menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu 

keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berlanjut akibat 

adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Dalam Al-Ṣulḥu atau 

mediasi, pihak penggugat maupun pihak tergugat saling meminta pendapat 

masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan. 
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Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang 

berbunyi: 

 

 

 

 

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 

maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 

engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. 

 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah 

telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, dan juga para 

sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena dengan adanya 

musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat 

atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik 

bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang 

terjadi di antara mereka. 

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila 

terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam 

suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari 

perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan sengketa 

tapal batas natara Desa Kancing dan Desa Taba Mutung yang timbul akibat 

peletakan tapal batas yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten 
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Bengkulu Tengnah yang mana antara kedua desa sama-sama tidak sepakat 

dengan hal tersebut  sehingga  tidak  memenuhi  kesepakatan dalam pekletakan 

tapal batas. Oleh karena itu, upaya mediasi atau Al-Ṣulḥu dapat dijadikan 

sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka. 

Islam memiliki prinsip konsep perdamaian (shulhu), namun tidak boleh 

bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram atau 

mengharamkan yang halal. Adapun praktik Al-Ṣulḥu dalam menyelesaikan 

perselisihan sengketa tapal batas diharapkan dapat menyelesaikan perselisan 

tersebut. Al-Ṣulḥu bisa dilaksanakan apabila diantara kedua belah pihak sama-

sama menyepakati pelatakan patok tapal batas. 

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang berbunyi: 

Artinya: “Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan 

daripada menarik manfaat.” 

Kaidah di atas merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah yang 

menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apabila terjadinya permasalahan, 

dimana jika terdapat perkara yang di dalamnya mengandung unsur mudharat 

dan maslahat, maka menolak kemudaratan itu harus diutamakan karena akibat 

dari kemudaratan yang ditimbulkan dapat menjadi akses yang lebih besar dari 

pada mengambil sedikit manfaat.
70

 Hal ini berkaitan dengan kesepakatan 

perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang memprioritaskan untuk 

mengambil jalan tengah dengan mengenyampingkan egonya, agar perselisihan 
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yang terjadi tidak menjadi besar, sehingga perselisihan tersebut berakhir 

dengan cara yang baik. 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat penulis mengambil 

kesimpulan bahwa Al-Ṣulḥu atau mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak 

yang bersengketa, dan mereka bersedia untuk berdamai, sehingga 

menghasilkan kesepakatan perdamaian yang menimbulkan bentuk perjanjian 

baru, Semua bentuk kesepakatan ini hukumnya mubah, dibolehkan oleh 

jumhur fuqaha seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam 

Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing dengan Desa Taba 

Mutung sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang sudah dilakukan. 

Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Benteng dalam mutuskan 

permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin 

lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2011. 

Oleh karena itu Pemerintah melakukan beberapa cara dalam upaya 

penyelesaian konflik tapal batas, yaitu dengan cara negosiasi, fasilitasi, 

mediasi. Langkah tersebut dinilai efektif mengingat persoalan sengketa 

tapal batas yang berlarut-larut penyelesaiannya, serta persoalan lokasi tanah 

yang akan dijadikan peletakan tapal batas secara tegas dilapangan. Artinya 

antara pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi agar kepentingan 

masing-masing dapat terkomodir dengan baik. 

2. Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Kancing 

dengan Desa Taba Mutung, yang dihadapi oleh Pemda Benteng ini ialah 

dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak mensetujui masalah 

tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ialah kurang 

tegasnya Pemda Benteng dalam mengambil kebijakan. Kemudian banyak 

warga mendesak agar permasalahan yang dihadapi ini cepat terselesaikan. 

Desakan dari warga masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan juga 
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katidakpastian keberadaan letak tapal batas antara kedua Desa ini, di mana 

dari pihak Desa Kancing yang ingin melakukan penegasan tapal batas di 

lapangan di halangi oleh masyarakat setempat yang tidak sepaham dengan 

keputusan akan posisi letak tapal batas sehingga tidak kunjung terlaksana 

letak pemasangan tapal batas. 

3. Penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Kancing dan Desa Taba 

Mutung yang dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih tersebut 

dilakukan secara perdamaian telah sesuai dengan konsep Al-Ṣulḥu , dimana 

para pihak mengutamakan cara musyawarah dalam menghasilkan 

kesepakatan yang adil bagi para pihak dengan bantuan pihak ketiga sebagai 

mediator, dalam hal ini pihak Kecamatan dan Adat. 

B. Saran 

1. Berdasarkan peraturan dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya 

seharusnya Pemerintah Bengkulu Tengah lebih memahami lagi terhadap 

permasalahan yang ada dan sebenarnya masyarakat ini maunya apa, jangan 

seolah setelah memberikan ruang musyawarah dan mediasi setelah itu tidak 

ada tindak lanjut lagi dalam permasalahan tersebut, dan juga Pemerintahan 

Bengkulu Tengah harus tegas dalam hal ini karena semakin larut 

permasalahan tapal batas ini akan mengakibatkan permasalahan-

permasalahan yang baru, belum lagi permasalahan administrasi desa yang 

belum terselesaikan. 

2. Seharusnya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan 

mekanisme secara mediasi dan pendekatan emosional ini untuk 
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menyelesaiakan sengketa tapal batas wilayah dapat menjadi rujukan untuk 

dilksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, selain itu prosesnya lebih 

menghemat biaya dan waktu. 



xcv 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku-Buku 

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2006 

 

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010 

 

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar 

Barucan Hoeve, 2001 

 

Aditya Batara G dan Beni Sukadis, Reformasi Manajemen Perbatasan di 

Negara-Negara Transisi Demokrasi, Jakarta: DCAF & LESPERSSI, 

2007 

 

Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 

1986 

 

Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk, Kebijakan Eltis Politik Indonesia, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 

 

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2006 

 

Basrowi dan Swandi, memahami penelitian kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 

2008 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1991 

 

H.A.W Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 

2003 

 

Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002 

 

Chandra Arlinandes Jeffri M.  dan JT. Pareke, Kewenangan Bank Indonesia 

dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah 

Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bengkulu: Zigie 

Utama, 2018 

 

M. Laica Marzuki, Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat 

Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 

 



xcvi 
 

M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju, 2001 

 

Moh Nazir. Metode penelitian, jakarta:Ghalia Indonesia.2005 

 

Mudrajat Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga, 

2004 

 

Nabila Wulandari, “Relevansi Konsep Damai dalam Perspektif Islam”. Islamic 

World and Politics,Vol.2. No.1 January-June, 2018 

 

Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan 

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen 

Dalam Negeri 2007 

 

Ni‟matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Jogyakarta: FH-

UII Press 

 

Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997 

 

Praqsetyono, Sunar, Dwi, Seni Kreatif Loby dan Negosiasi, Jogjakarta: 

Penerbit Think, 2007 

 

Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010 

 

Riswanda Imawan, Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good 

Governance, Dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi Dan 

Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI, Jakarta: LIPI 

Press, 2004 

 

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016 

 

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1998 

 

Sumitro Maskun, Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta: Media Madya 

Mandala, 1993 

 

Syamsuddin Haris, ed, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Pres, 

2006 

 

Wahyudi, Manajemen Konflik Dalam Organisasi, Bandung: CV. Alfabeta, 

2006 

 



xcvii 
 

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 

2011 

 

B. Jurnal dan Internet 

 

Adeng Septi Irawan, Lembaga Al Tahkim Dalam Konteks Hokum Peradilan 

Islam di Indonesia, “www.sukamara.co.id, diakses 09 Juni 2020 

 

Adie Patto, ”Teori Desentralisasi Dan Sentralisasi”, 

www.adiepatto.blogspot.com, diakses 09 Juni 2020 

 

Basomadiong, “Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Konflik Sosial 

Masyarakat Lokal”, www.basomadiong.wordpress.com, diakses 02 

Desember 2020. 

 

Jhon Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam negara hukum 

indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (social Walfare)”, Al-

Imarah: Jurnal Pemerintahan dan politik Islam, Vol.2, No.1, Tahun 2017 

Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017 

 

M. Arafat Hermana, “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten 

Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal 

Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017 

 

Yuli utomo, “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus 

Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas 

Sidan Di Kabupaten Gianyar”, Jurnal Magister Udayana Vol. 4, No. 1 

 

C. Skripsi dan Tesis 

 

Kristiyono,Nanang, “Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota 

Magelang dan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor 

Penyebab dan Dampaknya)”, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Diponegoro Semarang, 2008 

 

Resky Novanriandi, Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakian 

Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang 

Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers Di Kabupaten Nagan 

Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu), Skripsi, Hukum Ekonomi 

Suariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry, 2020 

 

 

 

 

http://www.adiepatto.blogspot.com/
http://basomadiong.wordpress.com/


xcviii 
 

D. Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

 

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa 

  



xcix 
 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 



c 
 

 



ci 
 

 



cii 
 

 



ciii 
 

 



civ 
 

 



cv 
 

 



cvi 
 

 



cvii 
 

 

 


